
 

 

Nomor : 086/PM.00.02/K.ST-04/11/2024 Buol, 21 November 2024 
Sifat : Penting 
Lampiran : 1 (satu) lembar 
Perihal : Penyampaian 

Kepada Yth. 

Ketua Panwaslu Kecamatan 

Se-Kabupaten Buol 

Di- 

Tempat 

A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

3. Peraturan Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

 
B. Isi Surat 

Menindaklanjuti Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2024, serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya 

pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum 

Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf 

c, Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 



 

1. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang merupakan kegiatan pencegahan 

terhadap pelanggaran Pemilihan pada masa tenang dan menjelang hari 

pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024; 

2. Panwaslu Kecamatan melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, 

Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024; 

3. Dalam kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang Panwaslu Kecamatan agar 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran 

Pemilihan pada masa tenang, di antaranya: 

1) Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi: 

- Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang; 

- kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan 

terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, 

dan/atau media daring pada masa tenang; 

- kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan 

terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, 

dan/atau media daring pada masa tenang. 

2) kegiatan politik uang pada masa tenang; 

3) penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa 

tenang; dan 

4) penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa 

tenang; dan 

5) melakukan koordinasi besama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 

Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian pada wilayah masing-masing 

sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye 

Pemilihan di wilayah kerja masing-masing. 

b. Bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban 

Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu di wilayah kerja masing-masing 

yang masih terpasang di masa tenang; dan 

c. Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan. 

4. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Panwaslu 

Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat 

Pemungutan Suara. 

5. Pengunggahan data pelaporan alat kerja hasil Patroli Pengawasan Masa Tenang 

Bawaslu Provinsi /Panwaslih Aceh dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota diisi 

paling lambat tanggal 26 November 2024 pukul 16:00 WIB, melalui tautan sebagai 

berikut: 

alat kerja hasil patroli pengawasan masa tenang 2024 - googledrive 

 
6. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli 

Pengawasan Masa Tenang, jajaran pengawas Pemilihan di setiap tingkatan 

mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir A) dan melakukan kajian analisis 

atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan Peraturan Badan 

Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

https://drive.google.com/drive/folders/1XKaEaQCyMzvpECekSkp-dCMG831G8U1W
https://drive.google.com/drive/folders/1XKaEaQCyMzvpECekSkp-dCMG831G8U1W


 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. 

 
Demikian untuk dilaksanakan. 
 

Plt. Ketua 
 

Ttd 
 

Ismajaya, S.Sos 
 

Tembusan: 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; 

2. Arsip 
 
 



 

ALAT KERJA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG OLEH PANWASLU KECAMATAN 

 
Nama Kecamatan : 

 


